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Pada survei yang dilakukan oleh BPS, penyandang 
disabilitas (PD) dikelompokkan menjadi 8 jenis yakni 
kesulitan atau masalah dalam: (i) melihat, (ii) berjalan, 
(iii) konsentrasi/ingatan, (iv) mendengar, (v) 
berkomunikasi, (vi) menggunakan tangan/jari, (vii) 
mengurus diri sendiri, (viii) gangguan perilaku/emosi.

Grafik di atas menunjukkan persentase PD terhadap 
total sampel PD berdasarkan jenisnya serta tingkat 
keparahan. Secara umum, jenis disabilitas yang paling 
banyak di Indonesia adalah disabilitas penglihatan, 
dengan persentase mencapai 64% dari total jumlah 
penyandang disabilitas. Disabilitas berjalan dan 
konsentrasi/mengingat menyusul di posisi kedua dan 
ketiga,ketiga, masing-masing dengan persentase 38,3% dan 
29,7%. Sedangkan jenis masalah/gangguan yang 
relatif paling sedikit di Indonesia adalah masalah 
emosi atau perilaku, mengurus diri sendiri, dan 
disabilitas dalam menggunakan tangan/jari.

2



Indonesia juga telah mengeluarkan 
undang-undang terkait hak-hak disabilitas, 
termasuk Undang-undang No. 8 Tahun 2016 
tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang 
ini mengatur berbagai hal terkait hak-hak 
penyandang disabilitas, seperti hak atas 
pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi 
dalam kehidupan sosial.dalam kehidupan sosial.

Oleh karena itu, Pemerintah memiliki kewajiban 
untuk mewujudkan hak-hak yang tercantum 
dalam konvensi tersebut. Hal ini dilakukan melalui 
penyesuaian peraturan perundang-undangan, 
termasuk jaminan pemenuhan hak penyandang 
disabilitas di berbagai bidang kehidupan, seperti 
pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, 
pemerintahan,pemerintahan, kebudayaan, kepariwisataan, 
serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan 
komunikasi. Indonesia telah menunjukkan 
perhatian yang signifikan terhadap penyandang 
disabilitas. 
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4Sumber gambar: Dokumentasi Pusat Pemetaan Tata Rang dan Atlas



Geoliterasi merupakan hak asasi manusia yang 
penting untuk semua warga negara, termasuk 
penyandang disabilitas netra. Atlas Taktual 
merupakan salah satu upaya untuk 
memperkenalkan wilayah NKRI dan meningkatkan 
wawasan kebangsaan. Atlas Taktual juga dapat 
digunakan untuk membentuk karakter cinta tanah air 
dandan semangat membela negara, dengan 
meningkatkan kesadaran spasial.

Pembuatan Atlas Taktual untuk penyandang 
disabilitas netra merupakan salah satu bentuk 
pemenuhan hak penyandang disabilitas netra untuk 
memperoleh Informasi Geospasial. Hal ini sejalan 
dengan UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi 
Geospasial, khususnya Pasal 35 yang menekankan 
bahwa penyajian IG dapat dilakukan melalui peta 
cetak,cetak, baik dalam bentuk lembaran maupun buku 
atlas.

Proyek ini merupakan langkah konkret dalam 
penerapan Pilar Pembangunan Sosial, khususnya 
dalam mencapai Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan ke-4, yaitu Pendidikan Berkualitas. 
Fokusnya adalah membangun dan meningkatkan 
fasilitas pendidikan yang ramah bagi anak-anak dan 
penyandang disabilitas.

ProsesProses penyusunan Atlas Taktual dimulai sebelum 
tahun 2010, melalui diskusi antara akademisi di 
Fakultas Geografi UGM, Direktorat Pendidikan Luar 
Biasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang 
Disabilitas Kementerian Sosial, dan Lembaga Dria 
Manunggal di Yogyakarta. 
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Atlas Taktual sejalan dengan Gerakan Literasi Nasional (GLN) yang 
diinisiasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sejak 
2016. GLN merupakan upaya untuk memperkuat sinergi antarunit utama 
pelaku gerakan literasi, menghimpun semua potensi, dan memperluas 
keterlibatan publik dalam menumbuhkembangkan dan membudayakan 
literasi di Indonesia. Atlas Taktual sebagai bagian dari sains dan teknologi 
informasi merupakan bagian penting dari GLN.

PembuatanPembuatan Atlas Taktual Indonesia dilakukan secara swakelola oleh BIG 
bekerja sama dengan Yayasan Dria Manunggal (Yayasan Tuna Netra) 
Yogyakarta, Kementerian Sosial, serta Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. Pada 2010-2018 BIG membuat Atlas Taktual dalam beberapa 
tema, yaitu wilayah administrasi (nasional), sumberdaya abiotik, transportasi 
udara dan laut, sebaran gunung dan sungai, sebaran bangunan bersejarah, 
sebaran objek wisata, sebaran industri, serta peta dunia taktual. 

SelanjutnyaSelanjutnya pada 2020-2021 BIG membuat Atlas Taktual tema administrasi 
Provinsi Bali dan Jawa Barat sampai dengan level kabupaten. Pembuatan 
atlas taktual 2020-2024 sesuai dengan Rencana Strategis BIG tahun 
2020-2024. Pada 2023 BIG membuat Atlas Taktual Indonesia tema 
adminsitrasi untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun ini Atlas Taktual 
juga dilengkapi dengan Atlas Audio Taktual untuk memberikan informasi 
geospasial yang lebih banyak terhadap penyandang disabilitas netra. Cara 
kerjakerja Atlas Audio Taktual memanfaatkan bingkai panel inframerah yang biasa 
digunakan pada layar sentuh. Kemudian dengan pemrograman komputer, 
setiap simbol titik kota yang disentuh menggunakan jari akan menghasilkan 
informasi dalam bentuk suara. 
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Atlas Taktual Nasional Indonesia (ATNI) 
dikerjakan melalui tiga tahapan, dimulai dari 
penyusunan peta kerja. Peta kerja dibuat dari 
peta awas (peta RBI/NKRI/peta dasar) yang 
dilakukan generalisasi dan disesuaikan dengan 
tema yang akan dibuat. Proses ini dilakukan 
menggunakan perangkat lunak GIS. 

PetaPeta kerja yang telah selesai, dikonversi 
menjadi peta braille sebagai master peta taktual. 
Biasanya, peta digambarkan pada media kertas 
karton. Pembuatan batas provinsi/kabupaten 
ditempel berbagai ukuran dan jenis benang. 
Sedangkan, simbol ibu kota menggunakan 
manik-manik berbagai model, disesuaikan 
dengandengan spesifikasi teknis yang ditentukan. 
Proses ini tidak menggunakan perangkat lunak 
komputer, karena dikerjakan secara manual.

Sumber: Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas Sumber: Balai Layanan Jasa & Produk Geospasial 



Semua SLB dapat memperoleh ATNI. Bagi yang 
memerlukan atlas taktual, disarankan untuk 
mengajukan permohonan kepada Kepala BIG. Hal ini 
dikarenakan ATNI masih diproduksi secara terbatas.

SelainSelain Atlas Taktual dalam bentuk cetak, 
disosialisasikan juga Atlas Audio Taktual. Melalui 
pemrograman komputer, setiap simbol titik kota yang 
disentuh menggunakan jari akan menghasilkan 
informasi dalam bentuk suara. Atlas Audio Taktual ini 
diharapkan dapat mempermudah pembelajaran 
penyandang disabilitas netra dalam menyerap 
informasi geospasial yang disajikan. informasi geospasial yang disajikan. 

8


